[ SALINAN ]

BUPATI PEKALONGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 58 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI PEKALONGAN
NOMOR 112 TAHUN 2023 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
PENETAPAN RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA
PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI PEKALONGAN,

Menimbang: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan
Aparatur Pemerintah Desa guna peningkatan kualitas
pelayanan penyelenggaraan pemerintahan desa dan
pengelolaan pembangunan desa, perlu penyesuaian dan
penambahan tunjangan bagi kepala desa dan perangkat
desa;

b. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian dan Penyaluran serta Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024, perlu
disesuaikan dan diubah;

c. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan
Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2024;

—

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang
Pembentukan  Daerah-daerah  Kabupaten  Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42,
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang

Mengingat



Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kabupaten
Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi
Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2757);

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539),
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43
Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6321);

Peraturan Bupati Pekalongan Nomor 112 Tahun 2023
tentang Tata Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan
Penyaluran serta Pengelolaan Alokasi Dana Desa Tahun
Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Pekalongan
Tahun 2023 Nomor 113);
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI PEKALONGAN NOMOR 119 TAHUN
2022 TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN, PENETAPAN
RINCIAN DAN PENYALURAN SERTA PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Pekalongan
Nomor 112 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembagian,
Penetapan Rincian Dan Penyaluran Serta Pengelolaan
Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah
Kabupaten Pekalongan Tahun 2023 Nomor 113) diubah
sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Penggunaan ADD untuk penghasilan tetap Kepala
Desa dan Perangkat Desa dengan ketentuan
sebagai berikut:

a. diberikan setiap bulan kepada Kepala Desa Non
Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Perangkat
Desa, dengan alokasi besaran sebagai berikut:
1. Kepala Desa sebesar Rp2.426.640,00 (dua

juta empat ratus dua puluh enam ribu
enam ratus empat puluh rupiah);

2. Sekretaris Desa sebesar Rp2.224.420,00
(dua juta dua ratus dua puluh empat ribu
empat ratus dua puluh rupiah); dan

3. Perangkat Desa lainnya sebesar
Rp2.022.200,00 (dua juta dua puluh dua
ribu dua ratus rupiah).

b. penghasilan tetap Kepala Desa sebagaimana
dimaksud pada huruf a angka 1 diberikan
mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan
sebagai Kepala Desa oleh Bupati.

c. penghasilan tetap Sekretaris Desa dan
Perangkat Desa lainnya sebagaimana dimaksud
pada huruf a angka 2 dan angka 3 diberikan
mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan
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(2)

(3)

(4)

sebagai Sekretaris Desa dan Perangkat Desa

oleh Kepala Desa.
Selain untuk penghasilan tetap sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), penggunaan ADD
diprioritaskan untuk:
a. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Ketenagakerjaan sebesar 9,24% (sembilan
koma dua puluh empat perseratus) terdiri dari
6,24% (enam korna dua puluh empat perseratus)
dibayarkan oleh Pemerintah Desa dan 3% (tiga
perseratus) dari penghasilan tetap dibayar oleh
Kepala Desa dan Perangkat Desa;
b. premi asuransi Badan Penyelenggara Jaminan
Sosial Kesehatan sebesar 1% (satu perseratus) dari
ketentuan peraturan perundang-undangan vyang
berlaku dipotong dan dibayarkan oleh BUD;
tunjangan Aparatur Pemerintah Desa;
. tunjangan BPD;
operasional Pemerintah Desa
operasional BPD;
honorarium tenaga profesional tertentu

=2 B S W

. operasional lembaga kemasyarakatan Desa;

[

sarana dan prasarana Pemerintah Desa;

j. peningkatan kapasitas Aparatur Pemerintah

Desa; dan

k. peningkatan kapasitas BPD;

Pemerintah Desa dapat menggunakan di luar

prioritas penggunaan ADD sebagaimana dimaksud

pada ayat (2), sesuai dengan kewenangan Desa
apabila semua prioritas telah terpenuhi.

Besaran tunjangan Aparatur Pemerintah Desa

sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf c

dengan ketentuan sebagai berikut:

a. tunjangan Aparatur Pemerintah Desa

dibayarkan setiap bulan selama 12 (dua belas)

kali dengan besaran:

1. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa
sebesar Rpl.773.360,00 (satu juta tujuh
ratus tujuh puluh tiga ribu tiga ratus enam
puluh rupiah);

2. Kepala Desa ASN setara dengan penghasilan

tetap Kepala Desa Non ASN sebagaimana
4



(5)

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1
ditambah tunjangan Kepala Desa
sebagaimana dimaksud pada angka 1;

3. Sekretaris Desa sebesar Rp800.580,00
(delapan ratus ribu lima ratus delapan puluh
rupiah; dan

4. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa
sebesar Rp212.800,00 (dua ratus dua belas
ribu delapan ratus rupiah).

tunjangan ketiga belas dengan besaran:

1. Kepala Desa dan/atau Penjabat Kepala Desa
sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

2. Sekretaris Desa sebesar Rp1.500.000,00
(satu juta lima ratus ribu rupiah); dan

3. Perangkat Desa selain Sekretaris Desa
sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah).

untuk pelaksana tugas jabatan Kepala Desa

atau Sekretaris Desa diberikan tunjangan sesuai
dengan jabatan yang dilaksanakannya.

untuk pelaksana tugas jabatan Perangkat Desa

selain Sekretaris Desa diberikan tunjangan

jabatan di tambah tunjangan sesuai dengan
jabatan yang dilaksanakannya.

tunjangan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa

sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ diberikan

mulai bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai
pelaksana tugas jabatan Kepala Desa oleh

Camat.

tunjangan pelaksana tugas jabatan Kepala Desa

dan jabatan Perangkat Desa sebagaimana

dimaksud huruf ¢ dan huruf d diberikan mulai
bulan berikutnya sejak ditetapkan sebagai
pelaksana tugas jabatan Kepala Desa oleh

Kepala Desa.

Besaran tunjangan BPD sebagaimana dimaksud
dalam ayat (2) huruf f diberikan secara non tunai
setiap bulan di luar ketentuan Pasal 61 Peraturan
Bupati Pekalongan Nomor 23 Tahun 2018 dengan
ketentuan sebagai berikut:

tunjangan ketua sebesar Rp400.000,00 (empat
ratus ribu rupiah);
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Diundangkan di Kajen

b. tunjangan wakil ketua sebesar Rp325.000,00
(tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);

c. tunjangan sekretaris sebesar Rp300.000,00 (tiga
ratus ribu rupiah); dan

d. tunjangan anggota sebesar Rp275.000,00 (dua
ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).

e. tunjangan BPD diberikan mulai bulan
berikutnya sejak Surat Keputusan ditetapkan.

(6) Pembayaran penghasilan tetap dan tunjangan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan
ayat (4) dilaksanakan dengan mekanisme non tunai.

2. Ketentuan Lampiran diubah sehingga berbunyi
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Bupati ini.

Pasal 11
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam = Berita Daerah  Kabupaten
Pekalongan.

Ditetapkan di Kajen
pada tanggal 19 Agustus 2024

BUPATI PEKALONGAN,
TTD

FADIA ARAFIQ

pada tanggal 19 Agustus 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN

TTD

M. YULIAN AKBAR
BERITA DAERAH KABUPATEN PEKALONGAN TAHUN 2024 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM

SETDA KABUPATEN

PEKALONGAN

ADITOMO HERLAMBANG, S.H.

Pembina Tk.

[(IV/D)

NIP. 19680517 198903 1 009
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TENTANG TATA CARA PEMBAGIAN,
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L.

KEBIJAKAN UMUM ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2024
A. LATAR BELAKANG
1. Landasan Pemikiran.

Bahwa pemberian ADD merupakan wujud dari pengakuan
Pemerintah kepada Desa agar dalam penyelenggaraan Pemerintahan,
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan
pemberdayaan masyarakat dapat terlaksana dalam mencapai sasaran
menjadikan Desa maju, mandiri, masyarakat makmur dan sejahtera.

Bahwa pada bagian keenam Pasal 81 Ayat (1) Peraturan

Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,
menyatakan ”Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dianggarkan dalam APBDesa yang bersumber dari ADD”.
Maka guna pedoman penyaluran, penctapan rincian tiap Desa dan
penggunaan serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD,
perlu diatur dengan pedoman teknis sebagaimana tertuang dalam
Lampiran Peraturan Bupati ini.

. Maksud dan Tujuan.

a. Maksud
Maksud diterbitkannya Peraturan Bupati ini adalah guna petunjuik
teknis penyaluran, penetapan rincian tiap Desa dan penggunaan
serta pelaksanaan kegiatan yang bersumber dari ADD tepat
sasaran, tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
b. Tujuan
1) memberikan petunjuk bagi para pelaku ADD agar dalam
pelaksanaannya tidak salah arah dan tujuan;
2) memberikan kejelasan dan kemudahan pelaku kegiatan ADD
dalam pelaksanaan administrasi dan: keuangan ADD;
3) dapat mensinkronkan dengan kegiatan-kegiatan lain dari sumber
pendapatan Desa yang lain;
4) memberikan gambaran agar penggunaan dana ADD sesuai
dengan peruntukannya; dan
5) menjamin terlaksananya pencapaian sasaran ADD.

3. Kebijakan Pemberian ADD.

a. Pengalokasian kepada Pemerintah Desa diutamakan untuk
pembayaran Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa
dan sisanya setelah Penghasilan tetap terpenuhi 12 bulan dan
selebihnya dapat digunakan untuk belanja Desa lainnya; dan

b. Rencana penggunaan ADD Non Siltap melalui hasil Musyawarah
Desa (Musdes).



B.PENGELOLA ALOKASI DANA DESA
Pengelola ADD terdiri dari:

a. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten.
Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kabupaten ditetapkan dengin

Keputusan Bupati berjumlah ganjil dengan susunan keanggota:n
sebagai berikut:

1) Pengarah : a. Bupati.
b. Wakil Bupati.
c. Sekretaris Daerah

2) Penganggungjawab : Asisten Pemerintahan dan Kesra
Sekda.

3) Ketua : Kepala Dinas Pemberdaya«an
Masyarakat dan Desa.

4) Wakil Ketua . Sekretaris Dinas Pemberdaya:n
Masyarakat dan Desa.

5) Sekretaris : Kepala Bidang Admininstrasi
Pemerintahan Desa Dinas

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
6) Anggota : Perangkat Daerah terkait, terdiri atas:

a. Inspektorat;

b. BAPPEDA & LITBANG;

c. BPKD;

d. Bagian Hukum Setda;

e. Dinas Pemberdayaan Masyarakat

dan Desa.

. Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan.

Tim Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan ditetapkan dengin
Keputusan Camat berjumlah ganjil dengan susunan keanggota:in
sebagai berikut:

1) Ketua : Camat.

2) Wakil Ketua : Sekretaris Kecamatan.

3) Sekretaris : Kepala Seksi Pemerintahan dan Pelayanan
Publik.

4) Anggota : Paling banyak 4 (empat) orang.

. Tim Pelaksana Tingkat Desa.

Tim Pelaksana Kegiatan ADD Tingkat Desa adalah bagian dari

pelaksanaan APBDesa yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala

Desa, berlaku sejak awal tahun anggaran, terdiri dari:

1) Kepala Desa : selaku Pemegang Kekuasaan Pengelolann
Keuangan Desa (PKPKD).



2) Sekretaris Desa : selaku Koordinator Pelaksana Pengelolaan
Keuangan Desa (PPKD).

3) Kasi/Kaur : selaku Pelaksana Kegiatan Anggaran (PKA)
sesuai dengan bidangnya.

4) Kaur Keuangan : menjalankan fungsi Kebendaharaan.

d. Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa.
Tim Pengelola Kegiatan (TPK)/Pengadaan Barang/Jasa ditetapkiin
dengan Keputusan Kepala Desa berjumlah ganijil minimal 3 (tiga)
orang, dengan susunan sebagai berikut:

1) Ketua : berasal dari unsur Perangkat Desa

2) Sekretaris : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa
Kewilayahan/Lembaga Kemasyarakatan.

3) Anggota : dapat berasal dari unsur Perangkat Desa
Kewilayahan/Lembaga

Kemasyarakatan/masyarakat.

C.MEKANISME PENGAJUAN PENYALURAN ALOKASI DANA DESA.
Mekanisme pengajuan penyaluran ADD Tahun Anggaran 2024
dilaksanakan secara bertahap setiap tiga bulan, dengan ketentuin
sebagai berikut:
1. Tingkat Desa:
Kepala Desa mengajukan permohonan penyaluran ADD kepada
Bupati cq. Kepala Dinas PMD melalui Camat setempat, dengan
dilampiri :

Tahap I

a. Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa
(RKPDesa) Tahun 2024;

b. Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa
(APBDesa) Tahun 2024 yang telah ditetapkan dan dicetak
menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes);

c. Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapat:n
dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun 2024 yang telah ditetapkan
dan dicetak menggunakan Aplikasi Sistem Keuangan Desa
(Siskeudes);

d. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa
lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

e. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank
Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;

f. Pakta Integritas yang ditandatangani oleh Kepala Desa untuk 1
(satu) Tahun Anggaran;



g. Laporan Realisasi dan surat pertanggungjawaban pengguna:an

ADD Tahun Anggaran sebelumnya yang disusun per kegiatan; dan

h. Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) Tahun 2024,

Tahap II

a.

Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa
lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Baik
Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;

laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD
Tahap I yang disusun per kegiatan.

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun Anggaran
sebelumnya.

Peraturan Desa yang mengatur tentang Pertanggungjawab:in
Realisasi APBDesa TA 2023 dilampiri dengan laporan keuangin
dan CALK

Tahap III
a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa

lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

b. Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank

Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;

c. laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD

Tahap Il yang disusun per kegiatan.

d. Laporan Realisasi APBDesa Semester pertama.

Tahap IV
a. Surat Bukti Penerimaan (A2) yang ditandatangani Kepala Desa

b.

C.

lembar asli bermeterai Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Foto copy Buku Rekening Kas Desa atas nama Desa pada Bank
Pemerintah dan menunjukkan asli Buku Rekening Desa;

laporan realisasi dan surat pertanggungjawaban penggunaan ADD
Tahap III yang disusun per kegiatan.

2. Tingkat Kecamatan:

a. Memberi rekomendasi permohonan penyaluran ADD sesuai
tahapan, dengan cara:

1) memastikan bahwa kegiatan yang bersumber dari ADD sudah
tercantum dalam Peraturan Desa tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Tahun Anggarian
2024 dengan mengacu pada RPJMDesa dan RKPDesa Tahuin
2024,



2) mengoreksi kelengkapan persyaratan pengajuan penyaluran
Alokasi Dana Desa; dan

b. meneruskan permohonan penyaluran kepada Bupati Cq. Kepala
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa setelah persyaratan
lengkap dan sesuai ketentuan tahapan penyaluran ADD.

3. Tingkat Kabupaten:

a. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengajukan
permohonan persetujuan penyaluran ADD kepada Bup:ti
berdasarkan permohonan Kepala Desa yang telah direkomendasi
oleh Camat;

b. berdasarkan persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud pada
huruf a, BPKD melakukan penyaluran ADD dari Rekening Kas
Umum Daerah ke Rekening Kas Desa;

4. Ketentuan Pembayaran Jaminan Sosial

Untuk pengajuan penyaluran ADD yang digunakan untuk

pembayaran premi BPJS Kesehatan dengan ketentuan :

a. Premi sebesar 4% (empat per seratus) dianggarkan dalam APRD
dan dibayarkan oleh Dinas PMD ;

b. Premi sebesar 1% (satu per seratus) dianggarkan dalam APBDesa
yang bersumber dari ADD dan dibayarkan oleh BUD;

c. Mekanisme pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan
dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
kepada BUD setiap awal bulan dari triwulan tahapan ADD sesuai
data kepesertaan BPJS Kesehatan tanpa menunggu pengaju:an
penyaluran ADD dari Pemerintah Desa;

d. Pengajuan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebagaimana
dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf ¢ dilaksanakan mulai
Januari Tahun 2023.

5. Ketentuan Pembayaran Tunjangan ketigabelas
Pembayaran tunjangan ketigabelas dilaksanakan dengan
mekanisme secara non tunai yang masuk dalam pengajuan
penyaluran ADD tahap I.

D.MEKANISME PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA.

Pencairan ADD dari Rekening Kas Desa dilakukan dengan cara -

1. Pelaksana kegiatan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (S}'P)
untuk diverifikasi oleh Sekretaris Desa selaku Koordinator PPKD,
dan disetujui oleh Kepala Desa;

2. Untuk pencairan Non Tunai, Kepala Desa mengajukan permohonan
Pencairan ke Bank Pemerintah dilengkapi dengan SPP, dengan
tembusan kepada Camat;



3. Khusus pemindahbukuan Penghasilan Tetap sudah dikurangi :

a. pemotongan pembayaran premi BPJS Kesehatan sebesar 1% (satu
per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.

b. pemotongan pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 3
% (tiga per seratus) sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Untuk pembayaran premi BPJS Ketenagakerjaan sebesar 6,24%
(enam koma dua puluh empat perseratus) dibayarkan olch
Pemerintah desa secara non tunai dengan pemindahbukuan olch
Bank Pemerintah dari Rekening Desa ke Rekening BP.IS
Ketenagakerjaan.

E. PENGENAAN PAJAK PADA PELAKSANAAN KEGIATAN ADD.
1. Kewajiban perpajakan Bendahara Desa atas penggunaan dana APB
Desa adalah melakukan pemotongan, pemungutan pajak, penyetoran
pajak ke kas negara serta pelaporan pajak menggunakan SPT Masa
setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP).
2. Tata Cara pemotongan/pemungutan pajak
a. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
Pada prinsipnya semua barang dan jasa dikenakan PPN keculi
yang dikecualikan oleh peraturan perundang-undangan yang
berlaku. Bendahara Desa mengenakan PPN apabila pembayaran
atas pengadaan/pembelian barang/jasa yang nilainya melebihi
Rp2.000.000,00 (nilai termasuk PPN terutang), baik kepada
penyedia barang/jasa yang Pengusaha Kena Pajak (PKP) maupun
kepada penyedia barang/jasa Bukan PKP. Salah satu ciri dari
penyedia barang/jasa PKP adalah penyedia barang/jasa tersebut
membuat Faktur Pajak.
Rumus menghitung PPN = Dasar Pengenaan Pajak (DPP ) x tarif
- Penyedia barang/jasa PKP = (100/110 x Nilai Pembayaran) x
11 %

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP = Nilai Pembayaran x 11 %

b. PPh Pasal 22
Pembayaran atas pengadaan/pembelian barang yang nilainya
melebihi Rp.2.000.000,00 selain dikenakan PPN sebesar 11 %
(sepuluh persen), maka Bendahara Desa juga mengenakan PPh
Pasal 22 atas pembayaran tersebut. Besarnya tarif PPh Pasal 22
adalah 1,5 %, (satu koma lima persen) apabila penyedia barang
mempunyai NPWP. Apabila penyedia barang tidak mempunyai
NPWP ataupun tidak memberikan NPWP maka tarif PPh Pasal 22
adalah 3% (tiga persen). Rumus menghitung PPh Pasal 22
adalah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) x tarif , dengan perincian
sebagai berikut :



- Penyedia barang/jasa PKP = (100/110 x Nilai Pembayaran) x
1,5%

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai
Pembayaran x 1,5 %

- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai
Pembayaran x 3 %

Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa

Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka

Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 2

akan tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM.

. PPh Pasal 21

PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah,

honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima at:u

diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubung:in

dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan.

Pembayaran berupa honorarium, uang lembur, uang transport

atau penghasilan dengan nama apapun dikenakan pemotong:in

PPh Pasal 21 sebesar 5% (lirna persen) tanpa PTKP bagi yang

memiliki NPWP, sedangkan yang tidak memiliki NPWP dikenak:n

sebesar 6% (enam persen) tanpa PTKP. Pembayaran berupa

penghasilan tetap yang rutin dibayarkan setiap bulan,

penghitungan pajaknya menggunakan Penghasilan Tidak Kena

Pajak (PTKP).

. PPh Pasal 23

Pembayaran kepada penyedia jasa yang berkaitan dengan jasa

dan sewa perlengkapan/peralatan dikenakan PPh Pasal 23.

Rumus menghitung PPh Pasal 23 adalah Dasar Pengenaan Pajik

(DPP) x tarif , dengan perincian sebagai berikut :

- Penyedia barang/jasa PKP = (100/110 X Nilai
Pembayaran) x 2 %
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP ber-NPWP = Nilai

Pembayaran x 2 %
- Penyedia barang/jasa Bukan PKP tidak ber-NPWP = Nilai
Pembayaran x 4 %
Apabila pembayarannya melebihi Rp2.000.000,00 maka
Bendahara Desa juga mengenakan PPN sebesar 11 %.
Apabila Penyedia barang/jasa memberikan dokumen berupa
Fotokopi Surat Keterangan Bebas (SKB) dari KPP Pratama, maka
Bendahara Desa tidak melakukan pemungutan PPh Pasal 23
akan tetapi memungut PPh Final Pasal 4 Ayat 2 untuk UMKM.



e. PPh Final Pasal 4 ayat (2)

Pembayaran berkaitan dengan sewa tanah dan atau bangunan
dikenakan PPh Final Pasal 4 ayat (2) dengan tarif 10 % (sepuluh
persen) dari nilai pembayaran.
3. Tata Cara Penyetoran Pajak

a. batas waktu Penyetoran PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PI'h
Final Pasal 4 ayat (2) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah
masa pajak berakhir. Surat Setoran Pajaknya menggunakan
NPWP Bendahara Desa.

b. batas waktu penyetoran PPN dan PPh Pasal 22 adalah paling
lama 7 (tujuh) hari setelah pelaksanaan pembayaran.
Surat Setoran Pajak menggunakan NPWP penyedia barang/jasa
apabila PKP. Apabila penyedia barang/jasa bukan PKP ataupun
tidak menunjukan NPWP, setoran pajaknya menggunakan NPWP
Bendahara Desa.

c. keterlambatan penyetoran pajak, Bendahara Desa dapat
dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua

persen) per-bulan, yang akan ditagih oleh KPP menggunak:n
Surat Tagihan Pajak (STP).

d. penyetoran Pajak sebagaimana tersebut pada huruf a dan huruf
b dilakukan secara non tunai. (pengenaan pajak non tunai
harus mengunakan spp definitif tidak bisa mengunakan spp
panjar).

4. Tata Cara Pelaporan Pajak
Bendahara Desa diwajibkan untuk melakukan pelaporan SPT Masa
pada setiap bulannya ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) atas pajak-
pajak yang sudah disetorkan ke Kas Negara, dengan ketentuan :

a) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPh Pasal 21, SPT Masa PI’h
Pasal 22, SPT Masa PPh Pasal 23 dan SPT Masa PPh Final Pasal
4 ayat (2) adalah tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya
setelah masa pajak berakhir.

b) Batas waktu pelaporan SPT Masa PPN adalah akhir bulan
berikutnya setelah masa pajak berakhir.

c) Apabila tidak lapor atau terlambat melaporkan SPT Masa setiap
bulannya, Bendahara Desa dapat dikenakan denda sebesar
Rp100.000,00 untuk setiap SPT Masa Pajak Penghasilan dan
denda sebesar Rp500.000,00 untuk setiap SPT Masa PPN, yang
akan ditagih oleh KPP menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP).

5. Kegiatan penyediaan makan dan minuman dikenakan Pajak Daer:h
sebesar 10% (sepuluh persen) dan dibayarkan melalui Badan
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pekalongan.

6. Pengenaan bea meterai pada pelaksanaan kegiatan Alokasi Dana
Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000
tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Meterai.



Bahwa dokumen yang dikenakan Bea materai berdasarkan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai adalah
dokumen yang berbentuk :

1. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengin
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai
perbuatan, kenyataan atau keadaan yang bersifat perdata;

2. akta-akta notaris termasuk salinannya;

3. akta-akta yang dibuat oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT)
termasuk rangkap-rangkapnya.

4. Surat atau dokumen yang memuat jumlah uang, ketentuannya
adalah :

1) transaksi sampai dengan nilai nominal Rp5.000.000,00 (linia
juta rupiah), tidak dikenakan bea meterai;

2) transaksi dengan nilai nominal lebih dari Rp5.000.000,00
(ima juta rupiah) dikenakan bea meterai sebesar
Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

a. Surat perjanjian dan surat-surat lainnya yang dibuat dengan
tujuan untuk digunakan sebagai alat pembuktian mengenai
perbuatan, kenyataan atau keadaan yng bersifat perdata maka
dikenakan bea materai sebesar Rpl10.000,00 (sepuluh ribu
rupiah).

F. PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN.

1. Laporan SPJ dibuat oleh Kepala Desa mengacu pada format Sistem
Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0.6 disertai dengan bukti yang
lengkap dan sah disampaikan kepada Camat selaku Ketua Tim
Fasilitasi ADD Tingkat Kecamatan. SPJ dibuat sekurang-kurangnva
2 (dua) rangkap, dengan ketentuan SPJ asli disimpan di Desa, dan
salinan SPJ diserahkan ke Camat, dan kebenaran dokumen menjadi
tanggungjawab sepenuhnya Pemerintah Desa;

2. Camat menyampaikan rekapitulasi laporan realisasi pelaksanaan
kegiatan ADD setiap 3 (tiga) bulan kepada Bupati melalui Ketua Tim
fasilitasi ADD tingkat Kabupaten dengan tembusan Kepala BPKD
Kabupaten Pekalongan dikirim paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.

G.PENGAWASAN ALOKASI DANA DESA.

1. Pengawasan pelaksanaan ADD dilakukan oleh Aparat Pengawas:in
Intern Pemerintah (APIP), Camat, BPD dan Masyarakat dengin
berpedoman pada ketentuan yang berlaku;

2.Dalam hal terjadi persoalan/permasalahan pelaksanaan kegiatan
ADD, maka penyelesaiannya dilaksanakan secara berjenjang, mulai
dari Tingkat Desa, Tingkat Kecamatan dan Tingkat Kabupaten sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan.
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H.PENUTUP.
Demikian Pedoman Teknis Pelaksanaan ADD Tahun Anggaran 20241,

guna menjadi pedoman dan acuan bagi semua pemangku kepenting:in
dalam pelaksanaan ADD di Kabupaten Pekalongan.
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II.

CONTOH FORMAT DOKUMEN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

A. FORMAT PERMOHONAN PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN

KECAMATAN ...ooooeeieiiiiiiieeeeee,
PEMERINTAH DESA .......cooovvviiiiiiiiiiee,
JIn. Telp. covvisisge Kode Pos .........
.............. jraneesniransy OOXX
Nomor : ......cccvevenenns Kepada:
LERD. 5 pemnmssssnaes Yth. Bupati Pekalongan
Perihal : Permohonan Penyaluran cq. Kepala Dinas PMD
Lewat CAMAT .......
Di
TEMPAT

Berdasarkan Peraturan Desa Nomor ... Tahun ... tentang
APBDes Tahun 20...., yang didalamnya memuat kegiatan

bersumber dari ADD sebesar RBriasscissanmmsmmneenn
(osessmminasansaviminoninns spsssanisamss ), meliputi :

1. Tahap I, sebesar D RPe

2. Tahap II, sebesar S s S ——

3. Tahap IlI, sebesar SIS

4. Tahap IV, sebesar ¢ RBp voseismmanng

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mengajukan
permohonan untuk Penyaluran ADD Tahap ... sebesar

R suppamisnuonsedi finsnii SR I S A A b s s S ), untuk
ditransfer ke:

Bank D ereeeenenens

Nomr Rekening: .............

Atas Nama . Pemerintah Desa ...................

Bersama ini kami lampirkan persyaratan dan kelengkapan
dokumen sebagai berikut:

Demikian atas terkabulnya permohonan ini disampaikan
terima kasih.

Kepala Desa .................
Recamuatan) e

Cap + Ttd
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B. FORMAT REKOMENDASI PENYALURAN ADD.

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
KECAMATAN

...............................

REKOMENDASI
Nomor :

TENTANG
PENYALURAN ALOKASI DANA DESA TAHAP ...
TAHUN ANGGARAN 20xx

a. Berdasarkan Peraturan Bupati Pekalongan Nomor ... Tahun ... tentang Tata

Cara Pembagian, Penetapan Rincian dan Penyaluran Serta Penggelolaan
ADD Tahun Anggaran 2024.

b. Sesuai surat permohonan Penyaluran ADD dari Kepala Desa....... Kecamatan
....... Nomor ...... Tanggal ....., dengan melampirkan persyaratan d:n
kelengkapan administrasi sebagai berikut :

Lo conimmmmnmmommmnonnconss o oo hm i 556 o ae s A A G N R S N i ;

D v T s SR A e S SR b i i R S SRS A

3. Dst... (sesuai tahapan)

4. SPJ Tahap ..... sudah diterima Kecamatan pada tanggal ....................... .

c. Untuk selanjutnya kami merekomendasikan penyaluran ADD tahap .. (....)

Tahun Anggaran 20xx untuk Desa ......... Kecamatan ......... sebesar
Rbisionaaaiin im0 B SR AR )

d. Kebenaran dokumen SPJ menjadi tanggungjawab sepenuhnya Pemerint:ih
Desa.

Demikian untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.
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C. FORMAT REKAPITULASI LAPORAN REALISASI PELAKSANAAN KEGIATAN

ADD.
REKAPITULASI LAPORAN REALISASI
PELAKSANAAN KEGIATAN ADD TAHUN ANGGARAN 20xx
KECAMATAN ................
KABUPATEN PEKALONGAN
TAHAP ...

aNGGAR | BP | o i BP: | BD- | pipy | TotAL | sis |

No.| DESA e [ Ry | | v o) > | KET

Rp) | "P' 1 Rp) | Rp) | TP P )

9=4+5+6+ | 10=

2 3 4 | s 6 7 8 AN Il IS
L.
2.

3. )
4.

Dst. )

|
.................. 9105
Camat ....oovvviiiiiiiiiii e
NIP.
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D. CONTOH FORMAT A2.

TAHUN ANGGARAN 2024

PEMERINTAH KABUPATEN PEKALONGAN
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

KABUPATEN PEKALONGAN

Nomor : / / 2024

A2

SURAT BUKTI PENGELUARAN

KETERANGAN

Sudah terima dari

Uang sejumlah

Yaitu untuk pembayaran

Berguna buat pekerjaan/keperiuan

Kode Rekening

Neama

Jabatan : Kepala Desa
: Desa

Alamat L

: Bendahara Pengeluaran BPKD Kabupaten
Pekalongan

R cosvenssvassiosisaiasiss
(terbilang.............coveveerennes )

: Alokasi Dana Desa Tahap ........
Desa: ..

Kecamatan : ................
Kabupaten : Pekalongan

: Analisis Perencanaan dan penyaluran Bantuan
Keuangan Tahun Anggaran 2024

. 5.02.02.2.04.08

......... (bulan) 2024
Yang berhak
menerima
pembayaran

...\Nama Kades....

Barang2 termaksud telah masuk buku
persediaan / Inventaris pada

tgl. ]
Jumlah kotor Pajak/upah Jumlah bersih
(Rp) (Rp) (Rp)
RPsssisasnsiin B Rp.ciiiie e

Pengeluaran / pembelian
dilakukan

Berdasarkan :

Pengguna Anggaran /
Kepala BPKD Kab. Pekalongan

Pengendali Kegiatan
Kepala Dinas PMD
Kabupaten Pekalongan

................................

Bendahara Pengeluaran BPKD
Kabupaten Pekalongan

Tim Fasilitasi ADD
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E. CONTOH FORMAT PAKTA INTEGRITAS

PAKTA INTEGRITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama (diisi nama kepala desa)

No. Identitas 2 (diisi no. KTP, SIM)

Alamat : (ditsi sesuai alamat
instansi)

Jabatan : (diisi jabatan dalam
instansi)

Bertindak untuk : Pemegang Kekuasaan Pengelolaan

Keuangan DesaDesa ..............

Dalam rangka memenuhi persyaratan penerimaan bantuan Alokasi Dana Desa

dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Pekalongiin

Tahun Anggaran 20....... , dengan ini menyatakan :

1. Akan menggunakan Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 20..... sesuai peraturan
perundang-undangan dan Rencana Penggunaan Dana (RPD).

2. Apabila saya melakukan pelanggaran dalam penggunaan Alokasi Dana Desa
sebagaimana tersebut pada poin 1, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai
dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Apabila kegiatan telah selesai, maka saya akan membuat laporiin

pertanggungjawaban penggunaan Alokasi Dana Desa dimaksud sesuai ketentuain.

.......................... R~ 0 N

Yang menyatakan,

.................................
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F. KELENGKAPAN DOKUMEN SPJ DESA

LAPORAN PENELITIAN SPJ

Jumlah SPJ yang
dipertanggungjawabkan

Rp s

BULAN :

DESA

BIDANG

SUB BIDANG

KEGIATAN

PERHITUNGAN PERTANGGUNGJAWABAN :

1. Jumlah Anggaran : [Rp 3

2. Sisa Bulan Lalu : [Rp -]

3. SPP  Tanggal: Nomor : [ Rp -
SPP  Tanggal: Nomor : [Rp -]
SPP  Tanggal: Nomor : [Rp -]
SPP  Tanggal: Nomor : [ Rp -
SPP  Tanggal: Nomor : [Rp -]

Jumlah SPP [ Rp

4. SPJ ( Surat Pertanggungjawaban ) lRp

5. isa Bulan ini [Ro

HASIL PENELITIAN
Pernyataan Bukti-Bukti :

Ada Tidak
1.[__T___] BukuKas Umum

2] BukuBank

3] BukuPembantu Panjar

4[] BukuKas Pembantu Kegiatan

5 ]| Laporan Pertanggungjawaban SPJ :

6] || Berita Acara Pemeriksaan Kas ( 1 bulan sekali )

T:H:] Surat pemyataan tanggung jawab belanja

Jumlah keseluruhan
yang harus
dilengkapi/dirubah

Rp -

Jumliah Keseluruhan
Yang Bisa Dimintakan

Rp -

Korektor oleh Sekdes

Parap

Nama

Tangagal :
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KUITANS| PENGELUARAN HONORARIUM KEGIATAN

Ada Tidak
1:][:] Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2] Nomordan tanggal

3 ] ] Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4 " Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5. [::": Uraian Pembayaran

6 ] ] uraianKode dan Nama Kegiatan

7. [:u:] Kode Rekening Belanja

8 [:l:l Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

9 I :I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

HONORARKUM KEGIATAN

Ada  Tidak
10:]]: Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah

11 ] ] Dafarrincian penerimaan upah/mingguan
12 ] ] Daftar Hadir

13[:][:] Bukti setor PPh Pasal 21

14[ ] Butitransferjika non tunai dan/atau tanda terima
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KUITANS| PENGELUARAN UPAH HARIAN/BORONGAN/MINGGUAN

Ada Tidak
1. ] ] Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2] Nomor dan tanggal

3 ] ] Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4[] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5 | uraian Pembayaran

8. :]‘: Uraian Kode dan Nama Kegiatan
7:: Kode Rekening Belanja

8 :]‘:l Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

9 :l: Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

UPAH HARIAN/BORONGAN/MINGGUAN

Ada  Tidak
10:":| Surat Keputusan/Surat Perintah/Surat penugasan lain yang sah

1] ] Daftarrincian penerimaan upah/mingguan
12 ] ] DaftarHadir

18 ]| Buktisetor PPh Pasal 21

14 ] ] Buktitansferjika non tunai dan/atau tanda terima
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KUITANSI PENGELUARAN ATK

Ada Tidak

11T ]
2 ]
3 T ]
o[ 1
s 1 1
s I ]
7 ]
s [ ]
o1 1]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberiuang /kepala urusan keuangan

ALAT TULIS KANTOR

Ada Tidak
10

T ]

P — —

]
. M —

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur
tentang pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 15% ber
NPWP/3% tdk ber NPWP

Bukti transfer jika nion tunai
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KUITANS| PERANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA

Ada Tidak
I.,:[::[ Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2. l:":: Nomor dan tanggal

3.[:]1: Tulisan Nilai Nominal dengan angka

4[] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

5. [___ICI Uraian Pembayaran

6.:]’:] Uraian Kode dan Nama Kegiatan

T l___“:] Kode Rekening Belanja

8 [:]:] Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

g :"::J Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

PERANGKO, METERAI DAN BENDA POS LAINNYA

Ada  Tidak
10:‘[: Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

1M =] Jika transaksi>10.000.000 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur
tentang pengadaan brang/asa di desa

12 ] Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/asa di desa

14 ] ] Buktitransferjika nion tunai
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KUITANS| PENGELUARAN CETAK DAN PENGGANDAAN

Ada Tidak
1. ] Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2::] Nomor dan tanggal

3.:]: Tulisan Nilai Nominal dengan angka

4:{:] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

5’:’:} Uraian Pembayaran

6:"—_—] Uraian Kode dan Nama Kegiatan

7:"_—_] Kode Rekening Belanja

8 [:": Tanda tangan dan nama terang yang berhak merierima uang/terlampir

9 [:I[: Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

CETAK DAN PENGGANDAAN

Ada Tidak

10:“:] Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku

11 ] Jikatransaksi>10.000.000 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa didesa

12 ] Jikatansaksi>200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa di
desa

13 [[:] Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23dan PPN
14|:] Bukti transfer jika nion tunai
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KUITANS| PENGELUARAN MAKMIN RAPAT

Ada Tidak

A
s T ]
o T ]
s ]
o T ]
[ I
s 1]
ol T 1]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangfterlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepaia urusan keuangan

MAKMIN RAPAT
Ada  Tidak

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah
Undangan, tanda terima undangan/ekspedisi dan daftar hadir serta notulen
Dokumentasi

Bukti transfer jika nion tunai
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KUITANS| PENGELUARAN MAKMIN PEGAWAI

Ada Tidak

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

MAKMIN PEGAWAI
Ada Tidak

ol T ]
] I —

2 T ]

Y- —
X — —
X ——

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.C00 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur
tentang pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah jika beli diwarung, PPN dan PPh
Pasal 22 jika beli bahan makanan/minuman

Presensi/Daftar Hadir
Dokumentasi

Bukti transfer jika nion tunai
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KUITANS| PENGELUARAN MAKMIN TAMU

Ada Tidak
1.

2 T
<A I
8 I
s ]
e ]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangfterlam pir

Tanda tangan yang memberi vang / kepala urusan keuangan

Nota/Kwitansi/Bukli pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa di
desa

Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan pajak daerah jika beli diwarung, PPN dan PPh Pasal 22
jika beli bahan makanan/minuman

Daftar Hadir Tamu/Buku Tamu/Undangan
Dokumentasi

Bukti trans fer jika nion tunai
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KUITANSI PENGELUARAN TRANSPORT DAN AKOMODASI

Ada Tidak
1.[__ I ] Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2 |:][—___| Nomor dan tanggal

3 [ ] Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4[] Tuiisan Nilai Nominal dengan huruf
5. :]:I Uraian Pembayaran

6. [:H: Uraian Kode dan Nama Kegiatan

7. T ] KodeRekening Belanja

8 |:[:| Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

9 I_:":I Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

BELANJA TRANSPORTASI & AKOMODASI
Ada  Tidak

6] SuratPerintah/Surat Penugasan lain yang sah
7] Datarperincian penerimaan tiansport dan akomodasi
8 [ ] DafarHadir

8. [_____] NotaAkomodasi

Untuk kegiatan pembinaan/pelatihan/sosialisasi selain kegiatan
tersebut disesuaikan dengan kelengkapan perjalanan dinas
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KUITANS| PENGELUARAN SEWA

Ada Tidak

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

SEWA
Ada Tidak

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23 dan PPN

Sewa tanah dab vangunan dilengkapi bukti setor PPH pasal 4 ayat (2) sebesar 10% bersifat
final

Bukti transfer jika nion tunai .
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KUITANS| PENGELUARAN DOKUMENTASI

Ada Tidak

(1 I
a1 ]
< I
a1
s T 1]
sl |
A
s
o[ T 1

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

DOKUMENTASI
Ada Tidak

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa
di desa

Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber
NPWP

bukti dokumentasi
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KUITANS| PENGELUARAN KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK

Ada Tidak
1.[_] ] tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2[_J] Nomordan tanggal

3[ ] ] Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4[] ] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.:h:| Uraian Pembayaran

6. [:: Uraian Kode dan Nama Kegiatan
71:":] Kode Rekening Belanja

8 [ [ ] Tandatangan dan nama terang yang berhak menerima uangfterlampir

9 [ ] ] Tandatangan yang memberi uang /kepala urusan keuangan

BELANJA JASA KOMUNIKASI, SUMBER DAYA AIR DAN LISTRIK
Ada  Tidak
6. Rekening Telepon

701 ] Rekening Ar
8T ] Rekening Listrik

9 | ] Rekening KawatFaxintenet
10[:“: Bukt Transfer Jika Non Tunai
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KUITANSI PENGELUARAN LISTRIIC ELEKTRONIK

Ada Tidak
1

A
sl ]
o 1]
s ]
e 1
1A
s _ 1
o1

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangferiampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala u;usan keuangan

|ALAT ELEKTRONIK
Ada Tidak

o1
]

el ]

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa di
desa

Jika > Rp 2.000.000 - dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber|
NPWP

Bukti transfer jika nion tunai

30



KUITANS| PENGELUARAN DEKORASI

Ada Tidak
1

2L 1T 1]
X N —
o 1]
s 1 |
e[ | |
A
e[ 1
o 11

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

|DEKORASI
Ada Tidak

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi>10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang

pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi>200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa didesa

Dilebgkapi bukti setor PPh Pasal 23

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3%
tdk ber NPWP

foto hasil pekerjaan
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KUITANS| PENGELUARAN BELANJA KORAN/MAJALAH

(I
2 1]
LT ]
o[ T 1]
s 11
A
1]
s T 1
o T ]

2

Ada

Tidak

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

BELANJA KORANMAJALAH

10

L]

el ]

LT ]

Ada

Tidak

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk
ber NPWP

14 ] suktitransferjika nion tunai
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KUITANS| PENGELUARAN BELANJA MODAL

Ada Tidak

(I

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlam pir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

|BELANJA MODAL
Ada  Tidak

o T ]
w1

[ ]

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/fjasa di desa

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber NPWP

Bukti trans fer jika nion tunai

33




KUITANSI PENGELUARAN BELANJA PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI

Ada Tidak
1.:[:_] Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2 T ] Nomor dan tanggal

3[___ ]| Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4[] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5[:|[:j Uraian Pembayaran

6. :":] Uraian Kode dan Nama Kegiatan

7 :]:] Kode Rekening Belanja

8 :]:] Tanda tangan dar nama terang yang berhak manerima uangferlampir

9 :: Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

BELAMNJA PENYEDIAAN JASA TENAGA TEKNIS DAN ADMINISTRASI
Ada  Tidak

16 ] ] SKKepalaDesa
17 ] DafarHadir
18 ] DaftarPenerimaan
19 ] SsPPPhPsi2t
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KUITANS| PENGELUARAN BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH

Ada Tidak
1.:)D Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2[__J__] Nomor dan tanggal

3. ] Tulisan Nilai Nominal dengan angia
4 ] ] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5. [:[:I Uraian Pembayaran

6. ::] Uraian Kode dan Nama Kegiatan

7. [:ﬂ:] Kode Rekening Belanja

8 ::] Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangferiampir

9 [:]I:] Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM DAERAH/LUAR DAERAH
Ada Tidak
6.:[:] Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD)

T:[:] Daftar Perincian Penerimaan SPPD

8 J ] TiketKarcis Kendaraan Umum/Kereta Api/Pesawat
Terbang/Kapal

9] NotaPenginapan

10 ] Nota BBMuntuk Kendaraan Dinas/Pribadi
11,{:: '_aporan Hasil Perjalanan Dinas

Untuk perjalanan dinas khusus studi banding ditambah dengan:

12, [::] Surat permohonan untuk melaksanakan studi banding ke instansi yang akan dituju

13 ] Suratjawaban dari instansi yang akan dituju
) — —

Keterangan : Pembayaran disesuaikan dengan
real/ kenyataannya ( Transport PP, Penginapan dll)
serta perjinan dinas dalam daerah disesualkan dg
standarisasi harga
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KUITANS| PENGELUARAN JASA SERVIS

Ada Tidak
1. ] Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

2. :": Nomeor dan tanggal
3T Tulisan Nilai Nominal dengan angka
4T ] Tulisan Nilai Nominal dengan huruf
5.[:: Uraian Pembayaran
6.[:[[:] Uraian Kode dan Nama Kegiatan

7. T ] Kode Rekening Belanja

8 !:":] Tanda tangan dan nama terang yang berhak nienerima uang/terlampir

9 {____}E—___l Tanda tangan yang memberi uang/ kepala urusan keuangan

JASA SERVICE
Ada  Tidak

10:‘:] Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beraku

1M ] ] Jikatransaksi>10.000.000 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brang/jasa di desa

12 ] Jikatansaksi>200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brangfjasa di
desa

13[ | ] Dilebgkapi bukii setor PPh Pasal 23

14 [ ] uika > Rp 2000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Fasal 22 1.5% ber NPWP/3% tdk ber
NPWP
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KUITANSI PENGELUARAN PENGGANTIAN SUKU CADANG

Ada Tidak
1.

2T
s T 1]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

SUKU CADANG
Ada Tidak
10

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan
perundang-undangan yang beriaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang
pengadaan brangfjasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brangfjasa di
desa

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 1,5% ber NPWP/3% tdk ber
NPWP

Bukti transfer jika nion tunai
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KUITANS| PENGELUARAN BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS

Ada Tidak
4.

2 T
= I .
ol 11
s T 1

o T ]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uanghterlampir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

BELANJA BAHAN BAKAR MINYAK/GAS DAN PELUMAS

Ada Tidak

(] I

. § ]

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000

dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur fentang pengadaan
brangfasa di desa

Jika transaksi >200.000.000

>Rp.50.000.000,- dilampiri negosiasi tertulis sesuaikan dengan Perbup Pengadaan barany dan jasa

13 ] Aas pembelian pelumas diatas 2 juta dikenakan ppn dan PPh pasal 22
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KUITANS| PEMBAYARAN JASA KIR

Ada Tidak

1
2L T ]
s 17 ]
a1 ]
s 11
6 [ ]
T ]
s T ]
o]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uang/terlam pir

Tanda tangan yang memberi uang / kepala urusan keuangan

BELANJA JASA KIR
Ada  Tidak

S~ —
J— —
o - —

Nota/Bukti Pembayaran
Bukti KIR

Daftar kendaraan yang dikir
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KUITANS| PEMBAYARAN BELANJA ALAT KEBERSIHAN

Ada Tidak
1

2]

Tanda Bukti Pengeluaran Uang (Printed by Siskeudes)

Nomor dan tanggal

Tulisan Nilai Nominal dengan angka

Tulisan Nilai Nominal dengan huruf

Uraian Pembayaran

Uraian Kode dan Nama Kegiatan

Kode Rekening Belanja

Tanda tangan dan nama terang yang berhak menerima uangfterlampir

Tanda tangan yang memberi uang /kepala urusan keuangan

SUKU CADANG
Ada Tidak

Nota/Kwitansi/Bukti pembayaran lain yang sah dan bermeterai sesuai ketentuan peraturan perundang
undangan yang berlaku

Jika transaksi >10.000.000 s.d 200.000.000
dokumen permintaan penawaran sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan
brang/jasa di desa

Jika transaksi >200.000.000
dokumen lelang sesuai dengan peraturan bupati yang mengatur tentang pengadaan brang/jasa di
desa

Jika > Rp 2.000.000,- dilengkapi SSP PPN 10% dan PPh Pasal 22 15% ber NPWP/3% tdk ber,
NPWP

Bukti transfer jika nion tunai
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lIl. RINCIAN BESARAN ALOKASI DANA DESA (ADD) TAHUN ANGGARAN 2024

NO | RECAMATAN / DESA mcx;ng::m FER TAHAP I TAHAP I1 TAHAP ImI TAHAP IV
G

T |Klesem 537.879.000 145.719.750 129.219.750 129.219.750 133719750 |
2 |Bodas 516.297.000 139.649.250 124.149.250 124.149.250 128.339.2

3 |Gembong 555.481.750 150.796.000 133.295.250 1337295.250 T 138.095.250 |
4 [Sukoharjo 530.392.750 1427498750 127.998.000 127.998.000 131.898.000 |
5 |Garungwiyoro 525.189.750 141.198.000 126.697.250 126.697 250 130.597 250 |
6 |Bubak 426.215.750 115.104.500 102.603.750 T02.:603.750 105.903.750 |
7 |Bojongkoneng 437.302.250 118.550.750 105.050.500 105.050.500 T08.650 500 |
¥ |Luragung 516.755.000 139.763.750 124.263.750 124.263.750 128.463 750 |
9 [Kandangserang 332.069.000 90.217.250 79.717.250 70.717.250 82417 250
10 [Wangkelang 487.312.000 1317728.000 T17.228.000 117.228.000 2T 128 000
1T [Tan Bur 447.564.750 121.116.750 107.616.000 107.616.000 111.2T6 000
12 [Tajur 450.388.000 122.497.000 107.997.000 107.997.000 T11.8S7 000 |
I3 [Trajumas 539.264.000 146.066.000 129.566.000 129.566.000 134.066.000
14 |Karanggondang 436.011.250 117.553.000 105.052.750 105.052.750 T08.352.750
i 5 - - - 5
T [Werdi 542.236.750 146.812.250 130.211.500 130.311.500 13481150
2 [Winduaji 461.005.250 124.476.500 110.976.250 110.976.250 1147576250
3 |Krandegan 394.734.000 106.558.500 ~ 05.058.500 §5.058.500 98.058.500
4 [Cumeneng 614.116.750 166.120.750 147.629.000 147.629.000 15272500

5 |Tanggeran 480.727.750 130.082.500 115.581.750 115.581.750 119.481.750
6 |Kaliboja 491.444.250 133.436.250 117.936.000 117.936.000 122,136 000
7 |Kaliombo 389.516.750 105.254.750 93.754.000 93.754.000 96.754 000 |
8 |Botosari 501.092.000 135.848.000 120.348.000 120.348.000 124 548 000
9 |Sawangan 433 611.750 119.453.500 106.952.750 106.952.750 T10.252.750
10 |Paninggaran 509.516.250 137954250 122.454.000 122.454.000 126.654 000
1T |Domiyang B71.108.500 154.702.500 137.202.000 137.202.000 T42.007 000
12 [Notogiwang 476.686.500 128.397.000 114.896.500 114.895.500 T18.49¢ 500
13 [Cambanggelun 588.382.250 150.020.750 141.520.500 141.520.500 146.320 500
14 |Tenogo 476.434.250 129.008.750 T14.508.500 114.508.500 T18.408 500
15 |Bedagung 453.188.000 123.197.000 108.697.000 108°697.000 T12.597 D00 |
i DA . 2 5 - =
I |Tembelanggunung 358.299.500 06.775.250 86.274.750 86.274.750 B88.974 750
7 [Pamutuh 376.998.000 102.124.500 30.624.500 90.624.500 93.624 500
3 |Depok 308.642.250 83.685.750 74.185.500 74.185.500 76.585 500 |
4 [Wonosido 338.594.250 91.848750 | _ B1.348.500 81.348.500 B84.048 500
5 [Timbangsan 337.704.500 91.626.500 81.126.000 81.126.000 83.826.000 |
6 |Sidomulyo 419.371.000 113:392.750 100.892.750 100.892.750 104.192 750 |
7 [Rutorembet 376.423.500 T01.981.250 90.480.750 00.480.750 93.480 750 |
8 |Lebakbarang 462.929.000 125.632.250 11T.132250 111.132.250 115.0372 250 |
G |Kapundutan 311.601.750 84.426.000 74.925.250 74.925.250 77.325 250 |
T0 |Bantar Rulon 309.404.250 83.876.250 74.376.000 74.376.000 76.776 000 |
1T [Mendolo 404.728.750 109.732.750 9. 232.000 §7.232.000 100.532 000 |
IV [PETURGERIYONO - - - - :
T [Simego 437.230.750 T18.535.500 105.034.750 105.034.750 108634 .750 |
7 |Songgodadi 419.172.000 114.018.000 T00.518.000 T00.518.000 T04.118.000 |
3 |Curugmuncar 300.810.750 105.580.500 54.079.750 54.079.750 T 97.079.750 |
7 |Gurnelem 299.056.000 80.614.000 72.114.000 73.114.000 74.214 000 |
5 |Tlogohendro 508.956.750 138.489.750 121.583.000 121.989.000 126.489.000
6 |Yosorejo 430.712.250 116.903.250 103.3203.000 103.403.000 107.003.000
7 ogopakis 530.596.250 143.899.250 127.399.000 127.399.000 131.899.000
8 |Kasimpar 394 323,750 107.131.500 094.630.750 94.630.750 97.930.75

3§ |Kayupunng 432.702.250 117.400.750 103.900.500 103.900.500 T07.500 500 |
‘1’ :ﬁt:fy? 414.662.500 T12.216.000 99.715.500 99.715.500 103.015 :2(1
2 |Jolotigo 432.358.750 116.640.250 104.139.500 104.139.500 107.4390 ;20—
3 [Sengare 530.327.750 143.157.500 127.656.750 127.656.750 13T.8506 750 |
4 |Donowangun 456.739.000 123.409.750 1072.909.750 109.909.750 113.500 750 |
5 |Talun 351.232.000 95.008.000 84.508.000 §4.508.000 87.208 poo
6 |Banjarsari 379.025.000 102.631.250 91.131.250 01.131.250 94 131 250 |
7 |Kalirejo 381.523.500 103.256.250 91.755.750 91.755.750 94.755.750 |
8 |Batursar 338.961.500 §1.940.750 81.430.250 81.440.250 84.140.250
9 |Rarangasem 406.327.500 110.132.250 97.631.750 97.631.750 100.931.750
10 |Krompeng 366.416.000 59.479.000 87.979.000 87.979.000 90.979 000
‘? gg‘:nggngan 371.226.750 100.682.250 89.181.500 89.181.500 92.181 .fsoo
7 |Sidoharjo 369.385.500 100.221.750 88,721.250 88.721.250 91.721 250
3 |Lemahabang 433.240.000 116.860.000 104.360.000 104.360.000 107.660.000
4~ |Rogoselo 402.398.750 108.475.250 96.0974.500 96.074.500 99.97:& 500
5 |Harjosari 404.359.250 109.640.000 97.139.750 §97.139.750 T00.439 750 |
% |Lankan 341.455.500 92.565.250 82.064.750 82.064.750 83,764 750 ]
7 |Sawangan 407.314.250 TT0.378.750 97.878.500 07.878.500 T0T. 172 ;Q(TL
B |Dororejo 381.659.000 T03.289.750 41.789.750 51.789.750 94_52 2(_)&
G |Doro 476.306.750 115.802.250 10?.301.500 102.301.500 105.751 ;m
10 |Randusar 365.530.500 99.258.000 B77757.500 87.757.500 90. ; :‘%W
11 |Rutosan 395.167.500 105.992.250 §5.491.750 95.491.750 08.191 7°

382.915.250 103.604.000 92.103.750 92.103.750 95.103.750 |

tg wg?,f?fﬁ - 388.816.750 105.079.750 53.579.000 93.579.000 96.579.000
14 Bhgoreio 4343.820.750 120.180.750 106.680.000 106.680.000 110.280.000




VIT AR
1 |Gutomo 708 - : - = S
O87.250 110.797.000 —
7 |Timbangan 3787703750 T02.551.500 3?%38'350 98396750 TOT. 590, 750
3 [Raranggondang 5T -050.750 91.050.750 94.050.750 |
e 586,500 99.522.000 88.021.500 88.021.50 '?ro—"]
3 [ons 3%96.032.750 93.708.750 83.308.000 205000 ___Wm.cm el
- g 333.502.050 116.925.750 104.475.500 75 il
Pododad] T Rs 335, T0%.425.500 T07.725 500
7 |Legokalong 754891050 Ty 10547 7o AR A 107725 000
Rarangsari 332886750 AL SRR LBy TT3.047.750
e BE6. T19.047.250 106.446.500 106.446.500 T0.04
LA Lo\ 306.358.500 110.140.000 97.639.500 97.639.500 ALY
Gnosar] 732.703.500 TT7.401.250 103.900.750 TS )
12 [Sokosan 309897750 -200. 103.900.750 107.500.750
T3 Sdomats g e ié_ll'-023.750 38.523.000 98.523.000 T0T.823.000
T3_|Rayugeritan 785670500 132'33;338 TR0y St 23.556.500
e TS S2Biit 117,492,500 T17.492.500 131,692 300 |
= ) 735, 80.735.000 80.735.000 83435 000
T [Tambalkroto 333408750 y 5 ; d
208 17327,
T {Rutorse e L gg; ;,gg igg.ggz.ggg igg.gzrooo T07:477 000
3675 866 5667 7
3 _|Linggoasr 303,647,500 109.462.250 96.961.750 2 el
4 |Brengkolang TS 96.961.750 100261 750
078000 91,469,500 80.969.500
R Ll ; 80.969.500 831,660 500 ]
s 771,500 91.143.250 80.642.750 80.642.750 83330 750
Koyos 378,581,000 T13.870.250 T00.370.250 T00.370 9707501
7 |Sinangohprendeng 372.781.250 s 103.970.250
Seagp 78T 101.070.500 89.570.250 89.570.250 92570350 |
L T ggg;},gg'ggg B 81,730,250 BT.739.350 B4.430050 ]
73, 808,750 88.308.050 g 3083507
LA 8.308.250 )
TV [Cendanin 504.802.250 136.775.750 121275500 131275500 13:;3%;'50
1 ety 345088750 54,502,750 54,023,000 B3.037.000 6720 000
L N 437.580.500 T18.620.500 105.120.000 105.120.000 b 52
LB 366.816.000 99,579,000 BE.079.000 B8.079.000 91,070 000 ]
3 Kumtorqgoan G 335 TS0 118273250 T04.772.500 T04.772.500 T0B.372 500 ]
‘ I51.750 55.938.500 85.437.750 7T, 137 7501
T6 [Nyamok — 370,635 500 T 137 BTN ey
LT D 16.634.500 T03.134.000 T03.134.000 106.734 000 |
Tt 407.114.(2)23 1ci)g.zm.'lso 81.740.750 81.740.750 84440750 |
sar TI7. 328750 37 578.500 37 BI8.50 T8 500
é_g ge_;:xg 506.387.750 136.397.500 121.096.750 121.996:758 %?ﬁo‘
ebONAZuNg 502.855.000 136.289.000 120.789.000 120.789.00 T80
2T [Sangkanjoyo 398.533.250 80750 bR
TS T 108.181.000 95.680.750 95.680.750 98.980.750
T L
178, 430, T37. 115532000 119.832.000
74 [Rowolaku 3877 3T
7 : 53000 T07.521.000 53.321.000 93.321.000 96.321 000
I [Windurojo 397856 750 1303 ; 5 o001
L LIRS 439.350 T18.939.000 T18.939.000 133530,
B .902.750 T11.526.250 99.025.500 99.025.500 102.325 500 |
rondong 376.754.500 T02.064.000 30.563.500 30.563.500 93.563 500 |
g Podosar] 392.432.000 T05.085.500 94.485.500 54.485.500 0738E 500
Rwasen 346206750 130.799.250 107,399,000 107.299.000 TT0.890 000
B [Tangensan 38404 ' el
e 383 243.500 103.936.250 93435750 93435750 35.435 750 |
Jagung 352.341.500 95285750 54785250 84.785.250 37385 7
8 [Watugajah i e TaT gl
] 2] 764,500 5T.641.500 BT.141.000 ST.T41.000 83841 000
O [Rarangrejo 368.449.000 98637250 3 ; '412—577”0“
LT T, 837, 9.137.250 89.137.250 91537
LML 574750 86.419.250 76.018.500 76.918.500 79318 500 ]
Tsest FTTETZ TS0 139.993.750 T14.493.000 T14.493.000 T18.693.000 |
T7 [Srinahan 336.515.750 3,829,500 5 I8 o
EWLE) 515 820, 3.328.750 83.328.750 86.028.750
, I7TBI8750 100.780.250 83.279.500 59,279,500 92,275 500 |
i; :’ratug_ayu_ng 338.075.500 51,715,250 —BI.318.750 81318750 53.018 750
andon F11.347.750 T11.357.500 08.885.750 35.586.750 T02.186.750 |
ig Ponolav(;'en 372.;27.500 T01.057.250 R9.556.750 59,556,750 93.556.750
Ralimade 304.805.250 109.751.500 97.351.250 97251350 TO055T
5T 5T 551350
T8 [Sidomulyo 357,602,500 38.601.000 86.100.500 86.100.500 88.800.500 |
19 [Sukorejo 374794 250 T01.573.750 90.073.500 90.073.500 93.073 500 |
20 [Sidosar] 303517750 T09.430.000 96.929.250 96.929.250 T00.220 250 ]
2T [Mulyorejo 352,072,250 35.318.250 82.718.000 84.718.000 g7 318 000
gg ;B.nu:e_]o 305.330,000 T09.552.500 57.382.500 7382500 T00.682 500
WG 70%.856.500 T09.767.000 7.366.500 7266500 T00.566 500 |
; ;emgnageng 339,527,000 53081750 BT381.750 BT581.750 84081 750
Tican 303065250 B7.347.500 77841050 77831350 80241 350 |
3 |Bulaksan 396.007.750 133.902.500 119,401,750 T19.401.750 123301 750
7 [Supiublor 345373750 120.560.000 107.068.250 107.068.250 T10.668 250 |
5 [Sun ubladul 396.199.000 106.034.750 95434750 95,424,750 98.424.750 |
& [Kaljambe 506.402.750 137.176.250 T21.675.500 121675500 125875500 |
7 [Purworejo 332053750 116.789.250 T04.288.500 | DBE.500 | 107588500
8 [Redungaran 333.201.500 120.048.250 106547750 106 547750 T10.147.750
3 |Klunjukan 355371750 95.703.500 B85.392.750 85.292.750 87.992.750
T0 [Gebangkerep 510,408,750 163.852.750 147.352.000 147.352.000 I5T.852.000 |
TT [Purwodadi 380.394.750 102.299.250 5T.798.500 3T.798.500 94498 500
T2 [Bulakpelem 773.095.500 138.174.250 113.673.750 113673750 TT7.573 750 |
T3 [Tegalsuruh 395.981.250 107.535.500 95.045.250 95.045.250 08.345 350
- 34%
T4 [Rrasakageng 367.798.500 126.175.000 T12.674.500 T12.674.500 116274 500 |
15 [Sheruk I7T312.000 T00.003.000 89.503.000 89.503.000 93,203 000 |
]
16 [Tegalontar 397557500 T08.017.250 35.516.750 95.516.750 98816 750 |




X1 [BOJORG
1 [Bukur 379.025.750 5 5 5 o
7 [Ralipancur 394 331250 igg'ggg'ggg IT5507 70 T B EIR)
3 _[Sumurjomblangbogo 355.158.500 3576500 e o SEL g 1
e O e e L T12.264 500 112,764 500 TT5.864 500 ]
5 [Randumuktiwaren 614.014.750 166.779.250 TS0 s L WBTYO_
5 [Tegokalile 348549500 53337750 lgg'gggggg bR LR
= . N o )
7 ?}‘Eﬁﬁéﬁo I73.355.500 T0T.439.250 89.938.750 nggggf;gg gg‘%%
L ;%%é?.ggg ﬁggﬁg.:gg 96.479.500 36.479.500 SOTTO
A L - Lt 105 76605250 76.805.350 79,005 350
LML 430'5% ggg 530000 75139500 75139500 77530 500
1 [Menjangen ; T79.000 T03.678.250 T03.678.250
2l 312.205.750 84.577.000 75.076 ST B
[ 13 [Rejosari 313.361.250 B4 565, =25 R o]
L TBE5500 75365050 75365.050 77765 250 ]
Jonglor 3T2.030.000 TTZ.057.500 99 557500 /57 500 ]
TS5 [Bojongmingair 376.751.500 T02.063.250 90,563,750 gg.gg;goa iR
I8 x;?:::; 358.140.500 06.735.500 86.235.000 e gg'ggg%
[T %e 355943750 96.186.500 B5.685.750 85685750 385
Jarwayang 380.913.000 - posen o
LW LLCT T03.103.250 9T.603.250 5T.603.050 97603 250 ]
I [atlie 392,351,000 105.972.750 97372750 94 373750 97473 750 ]
20 [Babalani 354779.750 95.895.500 85394750 85394750 88.004 75071
2] [Raranguar _ I2TAT0350 — 85883500 77383050 77383250 797785 750 ]
embungambu F38.332.500 TI8.131.000 T05:630.500 T05.630 530,500 ]
pei GGo - .630.500 108.930.
T [Jetakladul IBBATTI50 T04.978.000 IIATTIS0 ; 3
7 |Sasirodifan TR RS s aLlE 93.477.750 96.477 750
e JEEEASIS0 1(9;.;?13.500 85313350 B5.9T3.050 886137050 ]
T e 575D 93752500 92752500 35,752,500
angpengampon 335.674.000 120,631,000 T07.131.000 T07.131.00
s Rvagean 339075500 92,469,050 B3.068.750 T lgg'ggé'ggg
ctas 352312000 5.278.000 B4.778.000 7T F7E.
7 [Rowokembu 307.698.750 TT0.475.350 57974500 T i TOT.274 5007
! wACR:
5 [Wonoprings 3719300350 86350250 76.850.000 7%.850.000 e T
T [Sampih 305.957.000 B3012.750 73512750 73512750 75910 750
10 [Gondang 326.589.250 88.172.500 78672050 78673350 BT.072 350
TT [Wonorejo 368,849 500 T00.086.500 B8.586.000 88.586.000 3T586 000
T [Jehleakans 307455750 B3.380.750 73.850.000 73.880.000 75280 700
T3 [Pegadentengah 351001750 93,951,000 37450250 823350250 87150 250
xlgx Su:obayan : IT2.208.000 B3.582.000 75.082.000 75.082.000 7780 000
™ {Rovoscng 316084500 B5546.500 78046000 75095000 7843 000
T {Tangkap 376.095.250 TOL.899.000 | 90.398.750 398 o7 7o
3 [Pajomblangan 333,966,500 33,447,000 87041500 22132?1223 gg'gg?%gg‘
3 [Tosaran I7T476.250 TOT.494 250 50.994.000 59.994.000 93094 000
5 {Pakspath 33067500 53.601.000 53.150.500 82,190,500 84,890 500
& [Kedungpatangews TATITT TS0 93768500 BII67750 8067750 84067 750
7 {Podo 377.189.250 T02.T72.500 50.672.250 50.672.250 TIBTIIED
8 |Rwayangan BRI | BT745350 78246000 78335000 80,646 000
3 {Proto I58.185.000 56.746.350 86346350 86346350 88096 250
T0 [Salakbrof 719.479.000 13407350 T00.907.250 T00.907 350 104307 2501
TT [Ambokembang 337527500 115457250 T02.956.750 T02.956.750 106.356 750
T2 {Tar Jaltengah 382887750 T03.597.500 97096750 92,006,750 95006 75071
T3 {Tan Klkulor 371114 250 T00.653.750 89153500 80.153.500 TE3 5001
13 [Waranglowo I79.158.750 T02.665.250 3T.164.500 51164500 97164 500
Ggangan I27410.500 378000 78877500 78877500 377 500
16 [Rengas 38908500 T05.146.500 3.626.000 93.646.000 3%%:%_m
T [Coprayan IIEIT6I50 BT B350 78331500 78331500 80731 500 |
7 [Wonoyoso 3T7.897.000 85995050 76499750 76.499.050 78,800 750
3 {Pakumbulan 366.834.750 98.906.750 B8.406.000 88.406.000 3T.106.000
7 (Watasalam 333285250 30096300 | —80.596.250 80.596.250 82.996 750 |
5 [Simbangwetan 303,360,000 87.365.000 77865.000 77865.000 80.265 000
& [Rertfayan 370.029.000 55.707.350 89307350 859307250 31907 250
7 [Paweden 350.558.750 94.840.250 54.339.500 84.339.500 87030500
T [Waled AT IT3.000 937I8350 83228350 S2238.350 84978 J50
7 [Ngalian 3193777750 86.370.000 78860250 76.860.250 79260 350
T [Pandanarom 357.306.000 56 551,500 6.051.500 56.051.500 88,751 500
I —(Raranganyar IAT 179500 92063750 BT567.050 87562050 84962 750
T Siirejo 300.094.750 107899350 9.398.500 96,398 500" 39,398 500
% {Pacung 327516500 B8.404.500 T0F.000 Q07000 81304 000 |
7 [Dadirejo I36.834.750 18383 250 103 583.500 T07.883.500 TO8.283 500
8 |Sidorejo 406.441.250 T09.485.500 §7.985.250 §7.985.250 T00.985 250
5 [Curug 342.211.000 93752750 82253750 82.352.750 84052750
L T 799.680.000 80.770.000 T2.370.000 T70.000 73370000
TT [Samborejo T5.9672.000 TTT.865.500 T00.365.500 T00.365.500 103.365.500
1o |Pacar 348955350 53.439.000 3538750 §3.038.750 86638750
T3 {Rarangompo 387.565.000 T04.766.250 93.266.250 93266250 ~06.266 250
Rt 188436050 T03.983 250 | 33,454,000 93384000 36483 000 ]
s Muloreo 355091500 95.298.250 857797750 857797750 88197 750
16 [Jeruksan 203,915,500 109529250 7038750 57028750 TO032F 750




XVl [WIRADESA z B N = -
1 |Kadipaten 349.732.750 94.633.750 84.133.000 84.133.000 86.833.000
2 |Delegtukang 307.169.500 83317.750 73.817.250 73817250 76217.250
3 |Karangat 315.471.250 85.393.000 75.892.750 75.892.750 78.292.750
4 |Petukangan 314.570.500 85.168.000 75.667.500 75.667.500 78.067.500
5 |Wiradesa 441258.750 118.865.250 106.364.500 106.364.500 109.664.500
6 |Warukidul 344.634.250 93.358.750 82.858.500 82.858.500 85.558.500
7 |Bondansari 417.817.250 113.004.500 100.504.250 100.504.250 103.804.250
8 |Warulor 317.913.250 86.003.500 76.503.250 76.503.250 78.903.250
9 [Kampil 379.908.000 102.852.000 91.352.000 91.352.000 94.352.000
10 |Kemplong 316.078.750 85.545.250 76,044,500 76,044,500 78,444,500
11 [Kauman 317.946.000 86.011.500 76.511.500 76.511.500 78.911.500

XVII |SIWALAN z - : 5 .
1 |Mejasem 323.998.000 87.524.500 78.024.500 78.024.500 80.424.500
2 |Wonosari 347.548.500 94.087.500 83.587.000 83.587.000 86.287.000
3 |Tengengwetan 595.775.000 162.218.750 142.718.750 142.718.750 148.118.750
4 |Tunjungsari 403.385.500 108.721.750 97.221.250 97.221.250 100.221.250
5 |Blimbingwuluh 429983250 116.721.000 103.220.750 103.220.750 106.820.750
6 |Pait 577.153.500 155.538.750 139.038.250 139.038.250 143538250
7 |Tengengkulon 384.673.250 103.368.500 92.868.250 92.868.250 95.568.250
8 |Rembun 467.236.500 126.709.500 112.209.000 112.209.000 116.109.000
9 [Yosorejo 409.031.000 110.132.750 98.632.750 98.632.750 101.632.750
10 |Siwalan 497.094.250 134.848.750 119.348.500 119.348.500 123.548.500
11 |Boyoteluk 415.873.000 112518250 100.018.250 100.018.250 103.318.250
12 |Depok 350.404.250 94.801.250 84.301.000 §4.301.000 87.001.000
13 |Blacanan 393.939.500 106.360.250 94.859.750 94.859.750 97.850.750

XVIII | KARANGDADAP - 5 J - .
1__|Logandeng 352.917.500 95429.750 84.929.250 84.929.250 87.629.250
2 |Jrebengkembang 483.739.500 130.835.250 116.334.750 116.334.750 120.234.750
3 |Pagumenganmas 494.736,750 133.584.750 119.084.000 119.084.000 122.984.000
4 |Kedungkebo 440.162.250 119.265.750 105.765.500 105.765.500 109.365.500
5 |Kaligawe _ 395.083.250 107.321.000 94.820.750 94.820.750 98.120.750
6 |Karangdadap 451.990.000 122.222.500 108.722.500 108.722.500 112.322.500
7 | Kalilembu 382.818.500 103.580.000 92.079.500 92.079.500 95.079.500
8 |Pangkah 339.737.750 92.135.000 81.634.250 81.634.250 84.334.250
9 |Kebonrowopucang 516,116,750 139.604.750 124.104.000 124.104.000 128.304.000
10 |Kebonsari 450.054.500 121.739.000 108.238.500 108.238.500 111.838.500
11 |Pegandon 411.347.500 111.387.250 98.886.750 98.886.750 102.186.750

XIX | WONOKERTO - - - - -
1 |Werdi 383.166.000 103.666.500 92.166.500 92.166.500 95.166.500
2 |Rowoyoso 386.281.500 104.445.750 92.945.250 92.945.250 95.945.250
3 |Bebel 402.714.750 108.554.250 97.053.500 97.053.500 100.053.500
4 |[Wonokertowetan 322.887.750 87.247.500 77.746.750 77.746.750 80.146.750
5 |Sijambe 338.150.500 91.063.000 81.562.500 81.562.500 83.962.500
6 | Pesanggrahan 321.174.000 86.818.500 77.318.500 77.318.500 79.718.500
7 |Pecakaran 346.199.250 93.750.000 83.249.750 83.249.750 85.949.750
8 |Api-api 386.679.250 104.545.000 93.044.750 93.044.750 96.044.750
9 |Wonokertokulon 354022.750 95.706.250 85.205.500 85.205.500 87.905.500
10 | Tratebang 331,920,500 89.505.500 80.005.000 80.005.000 82.405.000
11 |Semut 354.427.500 95.807.250 85.306.750 85.306.750 88.006.750

JUMLAH TOTAL 108.890.400.000 29.464.581.000 | 26.188.473.000 26.188.473.000 27.048.873.000
BUPATI PEKALONGAN,
TTD
FADIA ARAFIQ
Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEKALONGAN
ADITO HER BANG, S.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680517 198903 1 009
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